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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

A. Kesimpulan 

1. Struktur birokrasi menjadi faktor yang mendukung implementasi RAN 

PE di BNPT. Dengan terbangunnya sistem birokrasi yang kuat dan 

komprehensif dapat menjadi dasar para implementor dalam 

mengimplementasikan pelaksanaan kebijakan ini secara efektif dan 

efisien.  

2. Faktor penghambat implementasi RAN PE di BNPT antara lain seperti:  

Faktor Komunikasi yang mengakibatkan keterbatasan pengetahuan dan 

kompetensi terhadap tujuan pelaksanaan kebijakan yang ingin dicapai; 

Sumber Daya Manusia dan terbatasanya anggaran pelaksanaan RAN 

PE yang mengakibatkan kurang optimalnya pelaksanaan RAN PE. 

Selain itu faktor Disposisi/Sikap menyebabkan berkurangnya motivasi 

dan kesediaan untuk aktif terlibat dalam pelaksanaan kebijakan menjadi 

berkurang. 

3. Strategi prioritas yang penting untuk dilakukan saat ini adalah   

a. Melakukan optimalisasi komunikasi di lingkungan BNPT melalui 

Forum Diskusi Rutin RAN PE. Hal ini menjadi strategi yang sangat 

penting untuk dilakukan mengingat periode pelaksanaan RAN PE 

berakhir tahun 2024.  

b. BNPT selaku penanggung jawab kebijakan ini untuk memasukan 

Aksi RAN PE dalam Sistem RKAKL BNPT dan melakukan 

koordinasi yang intensif dengan Bappenas terkait kebutuhan 

memasukkan RAN PE dalam RPJMN 2025-2029. 

c. Terkait perpanjangan RAN PE periode lanjutan 2025-2029 serta 

penguatan Tim Sekretariat Sekber RAN PE dan juga infrastruktur 

pendukung seperti penyiapan manajemen teknologi untuk 

mengoptimalkan pelaporan pelaksanaan RAN PE. 
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B. Saran 

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pandangan menyeluruh 

tentang kompleksitas dan keberhasilan implementasi RAN PE di internal 

BNPT selaku K/L leading sector di dalam RAN PE itu sendiri.  

1. Dalam konteks kebijakan, direkomendasikan agar BNPT terus 

meningkatkan koordinasi baik internal maupun ekstrenal untuk 

keberlanjutan RAN PE, hal ini juga termasuk merumuskan kebijakan 

lanjutan RAN PE dengan lebih mempertimbangkan berbagai evaluasi, 

hambatan, serta potensi yang ada dari implementasi RAN PE periode 

sebelumnya. 

2. Penelitian ini juga menyarankan agar mampu memberikan masukan 

konstruktif kepada BNPT selaku institusi yang memiliki tanggung jawab 

dalam mengoptimalkan pelaksanaan RAN PE hingga Tahun 2024 

mendatang melalui penyelenggaraan rapat koordinasi yang berkelanjutan 

serta penguatan infrastruktur lainnya. 

3. Dalam konteks penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti lebih 

lanjut dampak jangka panjang kebijakan RAN PE di internal BNPT. 

Kemudian, penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak kebijakan 

Perpres RAN PE di Masyarakat dengan pelibatan berbagai pemangku 

kepentingan lainnya, seperti K/L, OMS, serta masyarakat sipil.
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